
DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku  
 

Dawis, Aimee Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas, (Jakarta : PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2010). 

 

Diantha, I Made Pasek Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam 

Justifikasi Teori Hukum, Cetakan ke-1. (Jakarta: Prenada Media  Group, 

2016). 

 

Djubaidah, Neng Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat 

menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010). 

 

Hadikusuma, Hilman Hukum Perkawinan Indonesia menurut  perundangan, 

Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: CV.Mandar  Maju, 2007). 

 

Hasan, Djuhaendah Efek Unifikasi dalam Bidang-Bidang Hukum Keluarga 

(Perkawinan),(Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen 

Kehakiman, 1991). 
 

Triwulan, Titik dan Trianto, Poligami Perspektif, Perikatan Nikah, (Jakarta: 

Prestasi Pustaka, 2007). 

 

Mansyur, Cholil, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1994). 

 

Marzuki,Peter Mahmud Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: 

Prenadamedia Group). 

 

Meij, Lim Sing Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa, (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2009). 

 

Muhammad,Bushar Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Cetakan ke-12, 

(Jakarta: Pradnya Paramita, 2003). 
 

Puspa,Vasanti Kebudayaan Orang Tionghoa Indonesia, (Jakarta : Djambatan, 

1996). 
 

Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam 

Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW,  (Jakarta: 

Hidakarya Agung, 1981). 
 

Saleh,K. Wantjik Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan ke-6, (Jakarta: 

 Ghalia Indonesia, 1980). 



Seng, Aan Wan Adat dan Pantang Larang Orang Cina, (Kuala Lumpur : 

 Penerbit Fajar Bakti, 1994). 

 

Setiady, Tolib Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan), 

 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009). 
 

Situmorang, Victor M. dan Cormentyna Sittanggang, Aspek Hukum Akta 

Catatan Sipil di Indonesia, Cetakan ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991). 

 

Soekanto, Soerjono Hukum Adat Indonesia, Cetakan ke-11, (Jakarta: Raja 

 Grafindo Persada, 2011). 
 

Sudarsono, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). 

  

Wignjodipoero, Soerojo Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung 

Agung,1988). 

 

B. Peraturan Perundang-Undangan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) 

Indonesia.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

________Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

 Kependudukan. 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. 

 

C. Kamus 

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi 

 Ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). 

 

D. Internet 

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta, Pentingnya Pencatatan 

Perkawinan, diakses dari http://www.lbh-apik.or.id/fact-

14%20penct.%20perkawinan.html, diakses pada Sabtu, 25 September 

2017. 

 

Sidharta, “Pengujian Kebijakan Pengosongan Kolom Agama Di KK dan 

KTP”,http://business-law.binus.ac.id/2017/02/03/pengujian-kebijakan  

pengosongan-kolom-agama-di-kk-dan-ktp/,diakses pada 9 November 

2017. 
 

http://www.lbh-apik.or.id/fact-14%20%20penct.%20p
http://www.lbh-apik.or.id/fact-14%20%20penct.%20p
http://business-law.binus.ac.id/2017/02/03/pengujian-kebijakan%20%20pengosongan-kolom-agama-di-kk-dan-ktp/
http://business-law.binus.ac.id/2017/02/03/pengujian-kebijakan%20%20pengosongan-kolom-agama-di-kk-dan-ktp/

